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BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai 

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam menjalankan proses 

SPPA, terdapat perbedaan perlakuan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya 

baik terhadap aparat penegak hukumnya maupun sanksi yang diberikan, karena dalam 

SPPA dikhususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang 

berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana.1 

 

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas 

mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan 

menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi 

terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali 

ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran 

serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan 

pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.  

 
1   Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 
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Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat 

dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta 

menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik 

dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk 

memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan 

pembalasan.  

UU SPPA mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana.2 

 

Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 68/PUU-XV/2017 menguji Pasal 99 UU 

SPPA yang menyatakan, Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D 

ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan 

salah satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai 

ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan 

kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu 

penahanan.3 

 

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa independensi hakim, penuntut 

umum, dan penyidik dalam pemaknaan independensi pada pengertian yang universal. 

Independensi kekuasaan kehakiman adalah diturunkan langsung dari hakikat 

 
2 Undang – Undang No 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA ). 
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 99 UU SPPA Nomor 68/PUU-XV/2017 
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kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai ciri melekat negara hukum, di mana 

kekuasaan kehakiman berperan sebagai pengimbang sekaligus pengontrol dua cabang 

kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif. Karena itu kekuasaan 

kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kedua cabang kekuasaan negara tersebut, 

lebih-lebih eksekutif. Dari sini pula kemudian diturunkan prinsip judicial supremacy 

dimana kedua cabang kekuasaan negara tersebut harus tunduk kepada putusan 

pengadilan.  

 

Dalam perspektif independensi yang sebenarnya, pejabat selain hakim pada 

hakikatnya tidaklah memiliki prinsip independensi yang sama dengan hakim, 

terutama ketika sedang menjalankan fungi penuntutan dan penyidikan untuk jaksa dan 

penyidik, sehingga pada saat pejabat-pejabat Khusus tersebut dalam hal ini penuntut 

umum dan penyidik sedang dalam menjalankan fungsi-fungsi yudisial tidaklah secara 

serta-merta diberi perlindungan atas dasar prinsip independensi sebagaimana prinsip 

independensi yang dimiliki oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.  

 

 

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban jaksa atau penuntut umum lah yang 

memang seharusnya melaksanakan penetapan Hakim tersebut termasuk di dalamnya 

melaksanakan keputusannya sendiri di dalam tindakan memasukkan atau 

mengeluarkan tahanan yang dalam perkara a quo adalah tindakan penahanan terhadap 

anak. 

 

Mahkamah Konstitusi melalui putusan a quo juga menjelaskan bahwa tugas jaksa atau 

penuntut umum dan penyidik dalam melaksanakan tindakan penahanan pada 
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umumnya termasuk tindakan penahanan terhadap anak adalah sudah menjadi bagian 

dari tugas pokok pada tingkatannya masing-masing pada saat melakukan tindakan 

penahanan, pejabat tersebutlah yang bertanggung jawab di dalam memasukkan atau 

mengeluarkan tahanan, terutama tugas Jaksa atau penuntut umum untuk 

menghadapkan seorang terdakwa dalam persidangan dan kemudian mengembalikan 

tahanan tersebut di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), apabila terdakwanya di 

tahan dalam RUTAN.4 

 

Bahwa UU SPPA memberikan penekanan yang tegas terhadap tindakan penahanan 

terhadap anak yang sejauh mungkin .tindakan penahanan terhadap anak tersebut 

haruslah dihindari, namun demikian apabila terhadap anak yang diduga melakukan 

tindak pidana memang harus dilakukan tindakan penahanan itu pun sifatnya adalah 

menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan diversi atau restorative justice tidak 

tercapai. 

 

Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan penahanan terhadap 

anak yang merupakan pilihan terakhir dan harus disertai dengan syarat-syarat yang 

sangat ketat maka dengan sendirinya harus ada kontrol yang ketat di dalam proses 

pelaksanaan tindakan penahanan itu termasuk di dalamnya tidak boleh dilanggarnya 

hak-hak anak yang dalam hal ini hak kebebasan atau kemerdekaannya. 

 

Dari latar belakang uraian tersebut di atas, maka secara filosofis pada hakikatnya 

pemberian sanksi-sanksi pidana kepada para pejabat yang dengan sengaja 

melaksanakan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak ditujukan 

 
4 Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 99 UU SPPA Nomor 68/PUU-XV/2017 
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untuk mendorong agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi sehingga 

kecermatan dan kehati-hatian pejabat yang melaksanakan tindakan penahanan 

terhadap anak benar-benar dikedepankan. 

Mahkamah Konstitusi memandang batasan umur telah menimbulkan pelbagai 

penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan 

selaras dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU 

Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional 

anak. Mahkamah Konstitusi menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal 

bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan 

pemidanaan.  

 

Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa batas umur Anak Nakal 

yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. 

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan dalam hal anak belum 

mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan penyidikan, sedangkan Pasal 26 

ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa apabila anak nakal 

belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 

mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak dapat 

dilakukan apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.5 

 

Dari pengaturan hukum mengenai batas umur, baik dalam proses penyidikan, proses 

persidangan, dan pemidanaan tersebut merupakan jenis dan materi muatan dari 

pertanggungjawaban hukum (pidana) yang seharusnya ketiganya mengandung 

 
5 Undang – Undang Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1). 
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kesesuaian karena jenis dan materinya sama sehingga harus konsisten sesuai dengan 

asas-asas hukum yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Khusus soal anak dalam LPKA anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak 

memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan 

pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan 

pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan ( Bapas ). 

 

 

Restorative Justice harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum, karena pada dasarya anak tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari konteks yang melingkupinya, yaitu keluarga, lingkungan, dan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap dirinya, termasuk faktor ekonomi. Oleh karenanya, menjadi 

tidak adil apabila anak yang berkonflik dengan hukum itu dikenai sanksi pembalasan 

(retributif) atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, tanpa memperhatikan 

keberadaannya dan kondisi yang melingkupi dirinya. Restorative justice dinyatakan 

sebagai suatu bentuk penyelesaian dengan sebutan " to humanize the justice system" 

Restorative justice dianggap memberikan rasa hormat kepada martabat manusia ( the 

respect for human dignity), dikarenakan tidak terpisah dari model perlindungan hak 

asasi manusia bahkan dianggap mencari kebaikan bersama dengan tidak membela 

pelaku tetapi memanusiakan pelaku dan tetap memberi keadilan terhadap korban. 
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Restorative justice menjadi hal yang perlu diperhatikan secara khusus dalam 

kebutuhan hak anak dalam LPKA. Ironisnya, hampir seluruh tindak kejahatan yang 

ditangani oleh. Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak terkecuali anak selalu 

berakhir di penjara. Padahal sebenarnya penjara bukan solusi terbaik dalam 

menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Sehingga sangat dibutuhkan restorative 

justice dalam penjara juga agar pelaku yang dalam hal ini anak menjadi terdorong 

untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, 

dan juga masyarakat. Untuk itu diperlukan dalam penerapan restorative justice dalam 

LPKA guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerugian yang ditimbulkan 

bukan dengan unsur pembalasan, tetapi pemuliban atau dapat disebut juga dengan 

upaya healing. 

 

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan 

hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III 

huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 

15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum (“Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010”) yang 

kami akses dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, dikatakan bahwa salah 

satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan 

dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan 

pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“ABH”) yang dilangsungkan 

di dalam LAPAS/RUTAN anak.6  

 
6 https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-
lt56bd545ec1d07 
 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-lt56bd545ec1d07
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-lt56bd545ec1d07
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Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan 

judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PENERAPAN 

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK - ANAK DI LEMBAGA 

PEMBINAAN KHUSUS ANAK” ( Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Di Jakarta Tahun 2020 ). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan 

menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:  

1. Bagaimana tinjauan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak ? 

2. Bagaimanai Solusi Penangganan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Bawah Umur 

Terhadap Restorative Justice dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui ketentuan hukum Peradilan Anak Dalam Restorative 

Justice. 

b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dengan adanya Restorative Justice 

Dalam menangani Kasus – Kasus yang ada di Lembaga Pembinaa Khusu 

Anak. 

 

2. Manfaat Penelitian 
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a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam 

bidang ilmu hukum pidana. Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk para akademisi, penulis dan para kalanganyang ingin melanjutkan pada 

bidang yang sama mengenai tindak pidana dengan Sistem Peradilan Anak 

dalam Perlindungan anak berdasarkan Restorative Justice. 

 

b. Manfaat Praktis  

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada 

penegak hukum di bidang pidana, khususnya dalam penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana Anak.  

 

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Sistem Peradilan Anak 

Dalam meimbeirikan suatu konseip dalam suatu peineilitian maka di peirlukan 

adanya seibuah teiori yang mana agar dapat dijadikan seibagai alat analisa atau 

alat keirangka beirpikir dalam peinyusunan karya ilmiah. Teiori meirupakan 

seipeirangkat proposisi yang teirdiri beibeirapa variabeil yang teirdeifinisikan seirta 

meinyusun hubungan antar variabeil seihingga dapat meinghasilkan suatu 

pandangan yang sisteimatis meingeinai fonomeina yang di deiskripsikan. 

 

b. Teiori Peimidanaan 

Salah satu upaya peinanggulangan keijahatan ialah meinggunakan hukum pidana 

deingan sanksinya yang beirupa peimidanaan.Peimidanaan dapat diartikan 
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seibagai tahap peineitapan sanksi dan juga tahap peimbeirian sanksi dalam hukum 

pidana. Tujuan peimbeirian sanksi harus meimpeirhatikan keiseijahteiraan dan 

peingayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan keipada peilaku 

tindak pidana meirupakan ciri peirbeidaan hukum pidana deingan jeinis hukum 

yang lain. 

 

Teiori peimidanaan seicara seideirhana dapat diartikan deingan peinghukuman. 

Peinghukuman yang dimaksud beirkaitan deingan peinjatuhan pidana dan alasan-

alasan peimbeinar (justification) dijatuhkannya pidana teirhadap seiseiorang yang 

deingan putusan peingadilan yang teilah beirkeikuatan hukum teitap (incracht van 

geiwijsdei) dinyatakan seicara sah dan meiyakinkan teirbukti meilakukan tindak 

pidana.7 Teintunya, hak peinjatuhan pidana dan alasan peimbeinar peinjatuhan 

pidana seirta peilaksanaannya teirseibut beirada peinuh di tangan neigara dalam 

reialitasnya seibagai roh.  

 

Meinurut Barda Nawawi Arieif, apabila peingeirtian peimidanaan diartikan seicara 

luas seibagai suatu proseis peimbeirian atau peinjatuhan pidana oleih hakim, maka 

dapatlah dikatakan bahwa sisteim peimidanaan meincakup keiseiluruhan 

keiteintuan peirundang-undangan yang meingatur bagaimana hukum pidana itu 

diteigakkan atau diopeirasionalkan seicara konkreit seihingga seiseiorang dijatuhi 

sanksi (hukumpidana). Ini beirarti seimua aturan peirundangundangan meingeinai 

hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Peilaksanaan 

pidana dapat dilihat seibagai suatu keisatuan sisteim peimidanaan. 

 

2. Keirangka Konseiptual 
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Keirangka konseiptual meirupakan peidoman yang leibih konkrit dari teiori, yang 

beirisikan deifinisi-deifinisi opeirasional yang meinjadi peigangan dalam proseis 

peineilitian yaitu peingumpulan, peingeilolaan, analisis dan kontruksi data dalam 

skripsi ini seirta peinjeilasan teintang konseip yang digunakan. Adapun beibeirapa 

deifinisi dan konseip yang digunakan dalam peinulisan skripsi ini adalah seibagai 

beirikut:  

a. Sisteim Peiradilan Anak 

Keiseiluruhan proseis peinyeileisaian peirkara anak yang beirhadapan deingan 

hukum, mulai tahap peinyeilidikan sampai deingan tahap peimbimbing seiteilah 

meinjalanin hukum pidana. 7 

 

 

b. Reistorativei Justicei  

Seibuah proseis dimana seimua pihak yang beirkeipeintingan dalam peilanggaran 

teirteintu beirteimu beirsama untuk meinyeileisaikan seicara beirsama – sama untuk 

meinyeileisaikan akibat dari peilanggaran teirseibut deimi keipeintingan masa deipan. 

Dari deifinisi teirseibut dapat diambil keisimpulan bahwa peinyeileisaian dalam 

suatu tindak pidana deingan meinggunakan reistorativei justicei leibih 

meingutamakan teirjadinya keiseipakatan antara pihak yang beirpeikara, deingan 

keipeintingan masa deipan. Seidangkan meinurut krimonologi Adrianus Meililala, 

modeil hukuman reistorativei dipeirkeinalkan kareinan systeim peiradilan pidana 

dan peimidanaan yang seikarang tujuan peimbeirian hukuman adalah peinjeiraan, 

 
7 https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf 
 

https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf
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peimbalasan deindam, dan peimbeirian deirita seibagai konseikueinsi 

peirbuatannya.8 

 

 

 

c. Leimbaga Peimbinaan Khusus Anak 

Meirupakan Leimbaga baru yang meinggantikan fungsi Leimbaga 

Peirmasyarakatan (Lapas) Anak seibagai teimpat peilaksana peimbinaan bagi 

anak. 9 

 

E. Meitodei Peineilitian Hukum 

1. Tipei Peineilitian 

Peineilitian yang dilakukan adalah peineilitian hukun normatif. Peineilitian ini 

beirfokus pada norma hukum positif beirupa peiraturan peirundang-undangan 

teintang Sisteim Peiradilan Anak teirkait deingan Leimbaga Peimbinaan Khusus Anak 

beirdasarkan Reistorativei Justicei. Peineilitian ini meimeirlukan data seikundeir seibagai 

data utama. Peineilitian hukum normatif meimeirlukan lima tugas ilmu hukum, yaitu 

deiskripsi hukum positif, sisteimatisasi hukum postif , analisis hukum positif, 

peindapat hukum dan fakta hukum dalam liteiraturei, hasil peineilitian, surat kabar, 

dan inteirneit. 

 

 
8 https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-
pemidanaan 
 
9 https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/ 

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan
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2. Peindeikatan Masalah 

Peineilitian ini meinggunakan peindeikatan peirundang–undangan dan peindeikatan 

kasus. 

a. Peindeikatan peirundang-undangan 

Dalam peineilitian ini dipeirgunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Undang – Undang No. 23 Tahun 2002, teintang Peirlindunghan Anak, 

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Teintang Sisteim Peiradilan Anak. 

b. Peindeikatan Kasus 

Skripsi ini meinggunakan Studi Kasus Leimbaga Peimbinaan Khusus Anak di 

Jakarta tahun 2020. 

 

3. Jeinis dan Sumbeir Bahan Hukun 

 

Data dalam peineilitian hukum normatif beirupa data seikundeir, teirdiri dari:  

a. Bahan hukum primeir  

Bahan hukum primeir dipeiroleih meilalui peiraturan Peirundang- Undangan yang 

dapat digunakan seibagai dasar peimikiran untuk meingeitahui Peimbinaan 

Teirhadap Anak di Leimbaga Peimbinaan Khusus Anak Beirdasarkan Reistorative i 

Justicei, yang teirdiri dari:  

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Teintang Peirlindungan Anak, pasal 

1 butir (2). 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Teintang Sisteim Peiradilan Anak, 

Pasal 1 butir (7), Pasal 1 butir (2), Pasal 6 butir (a) sampai butir (ei).  

 

 



14 
 

b. Bahan hukum seikundeir 

Bahan seikundeir meirupakan suatu peitunjuk untuk dapat meimulai suatu 

peineilitian, panduan beirfikir untuk meinyusun argumeintasi dan peindapat 

hukum. Bahan Seikundeir meiliputi:  

1. Buku-Buku Hukum; dan 

2. Jurnal Hukum, yang reileivan deingan peineilitian ini.  

 

c. Bahan Hukum Teirsieir 

Meirupakan Bahan hukum teirsieir seibagai bahan hukum peinunjang yaitu 

bahan-bahan yang meimbeirikan peitunjuk atau peinjeilasan teirhadap bahan 

hukum primeir maupun seikundeir yang teirkait deingan peineilitian ini (Kamus 

dan artikeil dari inteirneit dll).  

3. Peingolahan dan Analisis bahan Hukum 

Seiteilah bahan hukum primeir, seikundeir, dan teirsieir teirkumpul dan dirasa 

sudah cukup leingkap keimudian diolah seicara kualitatif. Teiknik analisis 

kualitatif dilakukan deingan cara meinganalisis bahan hukum beirdasarkan 

konseip, teiori, peiraturan peirudang-undangan, pandangan pakar atau 

pandangan peinulis seindiri, keimudian dilakukan inteirpreistasi untuk 

meincari suatu keisimpulan dari peirmasalahan peineilitian.  

Dalam peinarikan keisimpulan, proseis beirpikir yang digunakan adalah 

seicara deiduktif, yaitu beirtolak dari proposisi umum yang teilah diyakin 

keibeinarannya yaitu peiraturan peirundang-undangan yang beirhubungan 

deingan Sisteim Peiradilan Anak dan beirakhir pada keisimpulan beirupa 

peingeitahuan baru yang beirsifat khusus yaitu Meingeitahui Leimbaga 

Peimbinaan Khusus Anak. 
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F. Sisteimatika Peinulisan 

 

Untuk meimpeirmudahpeimahaman meingeinai peimbahasan dan  meimbeirikan 

gambaran meingeinai sisteimatika peinulisan yang seisuai deingan aturan dalam peineilitian 

hukum. maka peinulis meinjabarkannya dalam beintuk  sisteimatika peineilitian hukum 

yang teirdiri dari 5 (lima) BAB yang meinjabarkan tiap-tiap bab teirbagi dalam sub-sub 

bagian yang dimaksudkan untuk meimudahkan peimahaman teirhadap keiseiluruhan hasil 

peineilitian. Adapun peinulis meinyususn sisteimatika peinulisan hukum seibagai beirikut : 

 

BAB Ii : PEiNDAHULUAN 

Dalam bab iinii meinguraiikan teintang Latar Beilakang Masalah, Peirumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Peineiliitiian, keirangka teiorii dan keirangka konseiptual, Meitodei 

Peineiliitiian, dan Siisteimatiika Peinuliisan. 

 

BAB IiI i : TIiNJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab iinii kajiian pustaka beirkaiitan deingan judul dan masalah yang diiteiliitii yang 

akan meimbeiriikan landasan atau keirangka teiorii seirta diiuraiikan meingeinaii keirangka 

peimiikiiran. Kajiian pustaka iinii teirdiirii darii Tiinjauan Umum Teintang Leimbaga 

Peimbiinaan Khusus Anak Dalam Reistoratiivei Justiicei. 

 

BAB IiI iIi :  TEiRHADAP KEiGAGALAN PEiNEiRAPAN REiSTORATIiVEi JUSTIiCE i 

DALAM PEiRKARA ANAK – ANAK DIi LEiMBAGA PEiMBIiNAAN KHUSUS 

ANAK  
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Bab iinii meimbahas meingeinaii Leimbaga Peimbiinaan Khusus Anak dalam Reistoratiive i 

Justiicei. 

 

BAB IiV : ANALIiSIiS YURIiDIiS TEiRHADAP KEiGAGALAN PEiNEiRAPAN 

REiSTORATIiVEi JUSTIiCEi DALAM PEiRKARA ANAK - ANAK DIi LEiMBAGA 

PEiMBIiNAAN KHUSUS ANAK  

Dalam Bab iinii, peinuliis akan meinguraii teintang analiisa peirtiimbangan hukum dalam 

Leimbaga peimbiinaan khusus anak deingan adanya solusii reistoratiivei justiicei. 

 

BAB IiV : PEiNUTUP 

Dalam   bab   iinii   diiuraiikan siimpulan darii hasiil peimbahasan meingeinaii 

peirmasalahan yang ada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


